PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Negara KM 11 Sarilamak Kecamatan Haran Telp / Fax (0752) 7750378

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR /7 /SK/DLHPP-LK/VI1/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 12/8SK/DLHPP-LK/III/2022 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 01.a/8K/DLHPP-
LK/1/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK OPD), PEJABAT PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUAN GAN
(Pembantu PPK OPD) PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA (Rutin) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya rotasi dan mutasi pejabat fungsional
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada
bulan Juni tahun 2022 maka dipandang perlu dilakukan
perubahan kedua atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Selaku Pengguna
Anggaran Nomor 12/SK/DLHPP-LK/1I1/2022 Tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Selaku Pengguna
Anggaran Nomor  01.a/SK/DLHPP-LK/1/2022 Tentang
Penunjukan Pejabat - Pembuat Komitmen (Ppk), Pejabat
Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK OPD), Pejabat Pembantu Penatausahaan
Keuangan (Pembantu PPK OPD) Pembantu Bendahara
Pengeluaran Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rutin) Pada
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851)); ,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874);
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

13,86']1‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

KESATU

. se 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
:q]:‘lti,?l!,‘lgl-ll:"ll\:ill::l:!a;::::}:*‘:r:: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, ”l\‘mulm‘ham Lembaran Negara Republik Indonesia I.';lomot: 43?15)‘-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daernh (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara T_QCP}Jb“k I“d‘mﬁ;’,ﬂ
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
9 Tahun 2015 Tentang
dengan  Undang-Undang Nomor : g
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun blik
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); .

7. Pc::nuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pﬁmbmaa‘;
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Dam;l'a1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor %1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duq
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 15);

12. Peraturan Derah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas

Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);

15. Peraturan B_upati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2022 Nomor 93).

&

14.

MEMUTUSKAN

'hflnm{njuk Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola
Feknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan 'Kctmngm\ '(PP}{
()M_)], Pejabat Pembanty Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK
OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa (Rutin) Pada Dinas Li : '
; 8 Lingkungan Hidup Perumahs
Rakyat Dan Permukiman 4 - i ey

p ~ ban Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
h::ggﬂmu 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
11



KEDUA

i o

PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan Pengadaan untuk ditetapkan oleh
PA/KPA meliputi : )
1) Identifikasi kebutuhan bamng/]asa;
2) Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;

3) Cara pengadaan barang/jasa; .
4) Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan;
5) Anggaran pengadaan. o

b. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi : )

1) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

2) Menetapkan HPS;

3) Menetapkan rancangan kontrak; dan/atau;

4) Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia jaminanuang muka, jaminan _pelaksanaan
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau
penyesuaian harga;

Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;;

Menetapkan Tim pendukung;

Menetapkan Tin atau tenaga ahli; )

Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

Mengendalikan Kontrak;

Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/KPA;

j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

Menilai kinerja penyedia;

m. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA
meliputi :

3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelularan
anggaran belanja; dan

4) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

-0 apn
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. PPTK memiliki tugas sebagai berikut :

a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengadaan barang/jasa.

. Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui
oleh PPTK dan disetujui oleh PPK;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

Melakukan verifikasi SPP;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi harian data penerimaan,

Melaksanakan akutansi OPD;

Menyiapkan laporan keuangan OPD.

oD

.Pejabat Pembantu Penatausahasn Keuangan memiliki tugas

sebagai berikut:




o

rv"lcmlmmu meclaksanakan tugas-lugas Pejabat Penatausahaan
Keuangan

. Pembantu Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut:

Membantu melaksanakan tugas-tugas Bendaharawan Pengeluaran

vang mencakup pembukuan, pembuat daftar gaji dan tugas-tugas
lainnya.

. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Rutin) memiliki tugas sebagai

berikut :

Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling Banyak Rp. 50.000.000,-
{(Lima Puluh Juta Rupiah).

BELIOA Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
EEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2022 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal £ Juni 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP &
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Selaku Pengguna Anggaran

1]

g =

Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.8i
Nip. NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan ‘disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan).
Sdr. Kepala BK Kab. Lima Puluh Kota
Sdr. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota

R

Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Lima Puluh Kota
Sdr. Yang bersangkutan
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN

RAKYAT DAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN [ : KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NoMOR  : /7 /SK/DLEPP-LK/V1/2022
TANGGAL : [J JUNIL 2022 )
TENTANG :PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU FENGQUNA ANGOARAKR
s
NOMOR 12/SK/DLHPP-LK/I11/2022 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKTAT DAR
PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 01.a/8K/DLHPP-LK/1/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KO! r (PPK), PEJABAT
SAHAAN KEUANG
PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAU } ANGAN
(PPK OPD), PEJABAT PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN ot
{Pembantu PPK OPD} PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN m
PENGADAAN BARANG/JASA (Rutin) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP om
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTAT.
ANGOARAN 2022
ANGGARAN
NO NAMA / NIP JABATAN /URAIAN PROGRAM KEGIATAN
A. |[Pejubat Pembuat Komitmen
(PPK) s )
1. {Hj. Yunire ComtE g TR, I - )
! Pejabat b .nltmen (PPK)
~ lINip. 19690622 199701 2001 _ slel Pa I T X TNTT
A. PROGI 'NJANG URUSAN PEMERINTAHAN . ' s
D l’ Il“"!KOTA FES——
T T L_I?_‘K:if;t_u‘n Pe .n, Pengangguran, dan Evaluasi 18,070,
Kinerja Peran crah - .
) 1 Koordinasi d. unan Laporan Capaian Kinerja 18,070,000
dan Ikhtisa: ineja SKPD s f
- I, Kegiatan Adi +i Kenangan Peranghkat Daerah 3,648,468,104
N 1 Penyediaan Gaji ‘angan ASN T 5,389,471,104
- 2 Penyediaan Admin «claksanaan Tugas ASN 57,600,
3  Pelaksanaan Penat «an dan Pengujian/ Verifikasi 201,397,000
Keuangan SKPD
I1I. Kegiatan Adminis: mum Perangkst Daerah 260,364,
! Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 2.545.0
Bangunan Kantor
i 2  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,050,000}
i 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57,262,600}
o 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan'dam 54,399,100
T 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40,457,500}
_________________ " ] 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ” 83.250.0
Rl ST R Tv. Kgmc&; Jasa Penunjeng Urusan Pemerintabhan Daerab 38,707,600

1  Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.ooo.ooo|

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

27,?20,001

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3,480,000§

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4,507,600

Kegiatar Pemclihargan Berang Milik Daerah Penunjeng
Urusan Pemerintahan Daersh

151,072,215

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajelk, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

118,072,215

Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegistan Peayelangaraan Kajlen Lingkungan Hidup '
(KLHS) Kabupsaten/Kota

1  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

PFROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Keglatan Pencegahan Pencemaran dan/atan Kernsakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota




ANGGARAN

D:.r NAMA / NIP JABATAN /[URAIAN PROGRAM KEGIATAN
1,375,459,

1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelalcannann Pencegahnn
Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap

Medin Tanah, Air, Udara dan Laut
...... e —— R 9':?;660,u.

|5 Fengeicinan Laboratorium Lingkungan Hidup o

S——— o Kabupaten Kota _ . — |

N " D.  PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYA .,

‘ ﬂ} _--u-—__,,_,__-——--—'-*‘- I | B —_..—J-E: _...-—'
Hayutl 840

D, it e

AT L Kegiatan Pegeiolaan Keanekaragamas

e e

—....-——...—__,..._.-—l—"—-——'-._._-o-ﬂ—-'__‘—
Rencarta Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati __ _____ e
4 ——————————"""|"E  PROGRAM PEMBINAAN DAX PENGAWABAN TERHADAP

N PERLINDUNGAN DAN

1. Kegiatan Pembiansan dan Mp;rmn Terhadap Usahs
dan/atau Kegiatan yang [sin Linghungas dan 1zio PPLH
i Fasilitaﬁc;enuhah Ketentuan dan Kewajiban 1zin
Lingkungan dan/atay lzin PPLH )

- _P_| 3 Pengawf;;‘ﬁ#ﬁ“m"ﬁiau Kegiatan yang 1zin
Lingkungan Hidup, [zin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

P

——— e e e
—— — e
¥. PROGRAM PENINGKATAN ENDIDIKAN, PELATIHAN

HIDUP UNTUK

DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN

MASYARAKAT [

RS ————— ”_IZ“KEEE.;"R’T,S"“"“_"'i-":n'a"ﬁmnﬂ . Pelatihan dan
Pepyuluhan Lingkungasn Hidup untak Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Katupeten/Kota o
e ] e petenai Sum e 22,480

1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga

Kemasyarakatan . _— o —

e “"'i;'.'""i-‘ﬁ'é&"_nm“imﬁaﬁm—“ﬁiémum LINGKUNGAN zo.oos.oooJ

HIDUP

""" B I Keglatan Peyelesaian Pengaduan Masyarakat di 10,003,000{
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingimngan
Hidup (PPLH) Kabapaten/Kota

R 1 Pengelolaan ngadJa; Masyarakat terhadap e

PR |

1

16,003,

ey

. 79,190,460,

5 TVuniwal MT, SE
Nip. 19720613 199203 1002 _ PUENRE Puachnat Komitmen (PPK) e T
T o 1,454,361,

) 1,484,361,000}

1. HKegiatan Pengelolaan Sampsh

1,390,144,

3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahart,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Samnpah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten Kota

18,437,

T 4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan
3 _ Prasarana Pengelolaan Persampahan
B. PROGRAM PENGEDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 12,000,000
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN PERBAHAYA DAN
BERACUN {LIMBAH B3)

1. Keglatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

45,780,

' 1 Venifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan
Sementara Limbah B3
C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

I Kegiatan Pogeloiaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

- i_“"}-’;\vgelo]aan Ruang Terbuka Hijau (RTH)}

NIP. 19750919 200312 1 004 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

A, PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

I Kegiatan Penyedlaan dan Rehabilitasi Rumah Korban ||
Bencans atay Relokasi Program Kabupaten/Kota

10,010,




' rﬂ NAMA / NIP S
I———
L JABATAN /URAIAN PROGRAM KEGIATAN ANcankan
1 Pendataan dan Verifikesi Penerima Rumah bagi Korban 10,010,
B'encnna Alam atau terkena Relokasi Program
B I O Kabupaten/Kota
. Kegiatan Perbangansn den Rebablitasi Rumah Korban| 213,894,
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Hota
1 Rehabilitasi Rurnah bagi Korban Bencane T 63,894,000
- 2" pe;‘!-\b-ﬂ-n&u;;;\ Rumeah bﬂg‘ Korban é:(;:;n“; ..................... I TSB“:EOO,MO
. o B, PROGRAM KAWASAN PERMUNIMAN e "";;5_4-5;'3’-;:#“"1_
1. Keglatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan §| 9,626,000
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
) {sepuluh) Ha
oo dan Fomciepan Lokas Perumahandan i $6ab.000
- Permukiman Kumuh o wun
il. Keglatan Peningkatan Kualitas Kawasan Porm
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1" Perbakan Rumah Tidak Layak Huri T
. b G PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
- o UTILITAS UMUM (PSU} T
1. kcgiatan Urusan Penyclenggeraan pPSU Perumahan
......................... EN I;;f;;alam Prasarana, Sarana dan Utilitas Umurm di
e e perumeahan untuk Menunjang Fungsi Hunian s
2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan
i ) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
B Pejabat Pelaksana T;k- _n_ﬁl;h_. I - - )
Kegiatan (PPTK) R
1 [Edmil S.Sos T . - : 4.116,682,119
laksans Teknis {PPTH Sekretarizt
NIP. 19741028 2000212 1 002 Pf{':“_h_ o + it } Bidang " : . e
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4,116,682,1 19
g i o DAERAH KABUPATEN/KOTA _
1. Kegiatan Perencanaan, Pengapggaran, dan Evaluasi 18,070,000
- L Kinerja Perangkat Dualhu__ R . o |
1 Koordinasi dant Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 18,070,000f
_____ | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD i _ -
II. Kegiatan Administrasi Kenangan Perangkat Daerah 3,648,468,104
11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN T 73,389,471,104
B 2  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN N ) 57,600,000
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pcngujim!Veriﬁkasi 201,397,000
‘J Keuangan SKPD
I 1 7ii. Kegiatan Administrasi Umum Peranghat Dacrah 260,364,200f
[F - 1 Per;«.a:an Komponen Instalasi Listrik / Penerangan T R 2 ,945,506
Bangunan Kantor
Aot 2 Penyedisan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,050,000
=8 e TS Penyediaan Bahan bo-gistik Kantor o 57,262.60b
4  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggendaan 54,399,1
. ' & Fastlitasi Kunjungan Tamu 40,4575
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83,250
V. Kogiatan Jusa Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah 38,707,
B 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,
B . 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27,720,
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoer 3,480
4 Penyedinan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4,507,
V. Heglatan Pemeliharaan Barang Milik Drerah Penunjang 151,072,215
1 Penyedinan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 118,072,215
B Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau ]
R 2  Pemeliharaan Peralatan den Mesin Lainnya 3,000,
| 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kentor dan Bangunan 30,000,
"2 Ususy Herlinda, S.Pt, M.Si | Pojabat Peisksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang T 184,000,000
Nip. 19710307 199701 2 001 Perencansan Penghajian daz Peningkatan Hapasitas LM
i e SR SR, T TN GAN e M e




JABATAN /URAIAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

I.  Kegilatan Penyelangaraan Kafian Llnl,tlnll.- Hidap
(L) Kabupatea Hota

1  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPIMD

B.  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

I.  Kegiatan Pembianaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 1zin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan E“nﬁvxewajibm lzin
Lingkungan dan/atau [zn PPLH

IESEE—

¢, PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

T i e e e

I Hegiatan Peayelenggurasan Pendidiksa. Pelatilian den

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembags
Kemasyarakatan Tingkst Duerah Kabupaten/Kota

Maradona, SH
Nip. 19790828 200901 1 610

S—

1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan

Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan (PPTK) Bidang
Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum

B

A PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

| 1. Kegiatan Pencegahien Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungun Hidap Kabupaten/Hota

96,670,

|

T~ 23,880,000

e e
1,375,489,

~71.375,459,000

i Koordinasi, Sinkronisas: dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air, Udara dan Laut

~B. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
{KEHATI)

S

s,m,oool

1. Kegistan Pegelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

i - 5,540,

1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
Keanckaragaman Hayati

5,540,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
1ZIN LINGKUNGAN DAN 1ZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

C.

m,ozs.oooj

I. Kegiatan Pembianaan dan Pexgawusan Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PFLH

diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota

10,028,

1 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin
Lingkungan Hidup, 1zin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10,0‘25.000?

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP

10,003,

I. Kegiatan Penyeleszian Pengadaun Masywrakat éi
Bidang Perlindungas dan Fengeclolasn Lingkungan
Hidup (PPLH) Kzbupaten /Kota

10,003,000}

S—

i Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kebupaten / Kota

4 ISri Midarti, SKM B
Nip. 19761010 200501 2 012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

A.
KERUSAEAN LINGKUNGAN HIDUP

5 |Rifyal Djusdei, 5.8i
Nip. 19830926 200001 ) 004

|Bampen, Limbeh dan Pertamensn

1. “Kmatnn Pencegahan Pencemaran dan/stau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaton/Kota

1 ‘Pengclo_l.nan Laboraterium Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENCENDALIAN FERENCANAAN DAN/ATAU ||

e e o
Pejabat Peliksana Teknis Kegintan (PPTK) Bidzng Pengelolaan




JABATAN /URAIAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

6 [Viki Siswantro, SKM
NiP. 19860908 201001 1 005

PROGRAM PENOELOLAAN PERSAMPAHAN
1. .Ke‘hun Pen‘tlollln S;m'llh- - I

! Penangannn Sampah dengan Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pejubat Peiaksans Teknis Kogiatan (PPTK) Bidang Pengeiolass
Sampah, Limbah dan Pertamanan

s P

. §8  F A O o el mi—
I. Kegiatan ""‘“"’""‘E‘fﬂ"_w_.———Jf—,;*
[ TR S e e T e R ok atan Peran Serta Masyarakal dalam Pengelola
Persampahan ) ﬁ_—
| & rmos ey A B'BRRAMMYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN ]
1. Kegiatan Penyimpanas Sementars Limbak B3 _

1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan

Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanarn

- (PPT' 4 ?ﬂl'b;;;
| 7 {Syukraidi Arlen, S.Pd Pejabat Pchk::":‘;""' “""::‘ e
Nip. 19720126 199303 1 003 H&mr-h Lim i e
- A, PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
(KEHATT) —
= Keanekaragaman
1. Kegistan Pegelolaza Haystd
Kabupaten/Kota s

1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

~ 30,437,000}

T 18,437,000

1,4238,924,000]
e

45,780,

718,437,000}

—

Ansman, ST

NIP. 19681210 200701 1008 |

dsn Kawasan Permukiman

7,326,881,
Pejabat Pelnksaaa Teknls Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan f
PROGRAM 223,904,
BANGAN PERUMAHAN
i 1 10,010,000

L'T,”Wxg.j,m Fenyedisan dan Rehabilitasi Rumak Korban

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban
Bencana Alam atau terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota

10,010,

kil

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencans atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

213,894,

8

Permukiman Kumuh

I i 11 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 63,394.___
-__4 | M2“P;n;b;.n—gt;n_a?t_Rumah bugi_l{orban Bencana 150,000,
"""""""""""" T 'B. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4,549,489,
l_" T I Keogiatan Penataas dan Peninghatan Kualitas Kawasan ( 9,625,000{
Permukiman Knmuh dengan Luas di Bawsh 10
(seputuh) He
1 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan 9,625,

1. Kegiatan Peningkatan Kuaiitas Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas di Bewsh 10 {Sepuluh) Ha

< i'ejubct Penate Usahuan
Keuungen (PPK) BKPD

1 fOkse Prasens Labas, ST

Nip. 19791016 200801 1 004

1| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

C. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

L hﬁﬁn Urnsan P-nyulenmn-n- PSU Perumahan

"1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rnn-am i’enfeﬁﬁﬁn
I‘murma__ Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

P

Pejabat Ponntausahuan Keuangan S8KPD (PPK-OPD)

~ " 2,883,487,200)

4,539 864,800

4,539 8064,800)

2,353,487,200]
2,543,667,200f
9,820,000

|




/ A

J
ABAT AN URAIAN PROGRAM KEGIATAN
Seluruh Progeam o
l’m"mm\han Rﬂkym

ANGOARAN

22,286,680,119)

“: K"—‘i};fafan Dinas Lingkungan Hidup
an Permukiman (Belanja Tidak Langsung

2 jyhon Suhitman, ST b e 33‘1“81 i
NIP. 19750327 200312 | 003 Pejab o T U S R e S——
W ot t ol < at Penatay
——— sahann Keuangan Unit (PPK-Dnit)

—t— ———— S o ]
PH—— T Ty 326,881 000}

Sely
ruh Program dan Kegiatan Bidang Perumahen dan Kawasan

Y T _ P‘-“"‘"uki“-.al.j =
> U = Po“j:b.t Penaty - ———————ly Bt i
sahaan Keuangan
PPK) SKPD fngan (Pembanty :;::;:;T Pejabat Penatausahaan Kenangan SKPD (Pembantu
g 22,286,660,119)

R ~re oo e
Nip. 19701230 199403 2 006 el  dan Permtiman Bl o

Perumahan Raiyat dan Permukiman (Belanja Tidak Langsung

T T o ___jden Langsung F -
S Bl i
E. [Pemubantn Bendahass o & - 1
F Wtﬂ SEREER Pembantu Bendahara N
aan [  PembentuBendstan  } ——
! ?l—l__—_—ﬁ ----- o R - I d"—"" """""" 22,286,680,
1 nina Seluruh Program dan Kegiatan Dinas ngkl.}nga'-n rdup
Nip. 19820620 200901 2 003 rerummatons paleyat dnn Pemmulaman (Belanja Tidak
¥ Lengsungdanlamgsung _ _p——— T S
e . ] Cengsungdmilecgeuns) S W 1
s rEeBGE—————————— -——~*‘
BARANG/JASA (Rutin) ) - I o
Ao ——
. {egl bersifat sutinpadaof | N
Nip. 19720428 200501 1 005 Untuk Kegiatan ya_ni._f a npataOf0 O -
B el B s = - — - ‘
Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal . Juni 2022
L KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYA DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU Pw
e
Hi. ¥i ST, M.

NIP. 19690622 199701 2 001




